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ilih Caleg Busuk

siSelatansaatinisedangmemonitordua
rutama dalam konteks politik. Pertama,
hakal memimpin Makassar lima tahun
an kedua, siapa yang akan memenang-
bagai legislator pada semua tingkatan
)PRD, DPR RI, maupun sebagai sena-
n Perwakilan Daérgh (DPD) RI periode

uksesi walikota Makassar terbilang sa-
an menjadi wakil rakyat tidak kalah he-
1 legislator dalam daftar caleg sementa-
1anti keputusan KPU untuk memastikan
ipat ditetapkan sebagai caleg. Masa pe-
narnya harus dimaksimalkan oleh pub-
pa calon caleg itu. Penilaian masyarakat
laftar caleg tetap (DCT) menjadi penen-
'men kita.
knya wakil rakyat yang tidak memuas-
rat hukum akibat korupsi dan kasus hu-
akan indikasi betapa keterpilihan mere-
yerkah bagi rakyat banyak. Salah memi-
1arnya bukan hanya karena sang legisla-
nelainkan juga terkait kinerja sang wakil.
| tiga fungsi kedewanan, yakni legislasi,
itoring mereka sama sekali tidak berkon-
malas berkantor, juga akibattidakmemi-
ang masalah kemasyarakatan.
1gpota legislatif yang pernah terlibat ka-
1, pelanggaran HAM, pengrusakan ling-
1k asusila dan menjadi bagian dari poli-
litas, adalah hal biasa dan lebih mudah
ama para pemilik hak suara. Tetapi gera-
anggota legislatif petahana (incumbent)
( dan tingkat keaktifannya rendah dalam
erta memperjuangkan kepentingan rak-
rong agar rakyat tidak tertipu lagi oleh le-
logsepertiitu jugatergolong caleg busuk.
W kuasa penentu wakilnya sendird, rak
ar tepat dalam menentukan pilihannya,
a1 pada balibio raksasa sang caleg lantas
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Opera Sabun Van Timsel KPU

OLEH

Risma Niswaty
Dosen FIS UNM
Dalam tayangan hiburan
di televisi, salah satu
acara yang memperoleh
rating tinggi adalah Opera
van Java (OV]). Acara
ini menjadi suguhan
yang cukup menghibur
karena kehebatan para
comediannya meramu
berbagai cerita, lagu dan
kisah menjadi kemasan

ebagai sebuah seni pe-

mentasan, operasabun

sesungguhnya me-

ngandung makna seri-
al yang alurnya berbelit-belit,
sarat dengan lakon yang senti-
mental dan mencengangkan.
Situasi‘operasabun’inilahyang
terjadi pascalakon para timsel
di KPUD Sulsel (KPU Provinsi
maupun KPU kabupaten/kota
diSulsel).

Eksistensi Timsel
l)mmumkannya 5 nama
yangtelah dit@tapkdn oleh KPU
sebagai tim seleksl KU Sulsel
per |()(l(‘2()13¢20]8 bagibanyak
kalangan dlpandang sebagai
sebuah aksi “simsalabim’”. Tan-
pa ada pemberitaan mengenai
prosesseleksitimsel, lalutiba-ti-
ba di media muncul kelima na-
ma-nama unisel yang didomi-
nasi oleh akademisi. Aksi sim-
salabim dalam pembentukan
timsel KPU provinsi, ternyata
juga berlanjugpada pembentu-
kan timsel pada 13 kabupaten/
kota di Sulself Tidak ada proses
berupa pemferitaan di media
terkait rencaba pembentukan
timsel, sampai kemudian pub-
lik membacanama lima orang
timsel di masing masing dae-
rahtelahditetapkan KPU Sulsel.
Pengabalan terhadap prin
uip lrnnnpm“ml dan akuntabi

-miluan tertingginya adalah se-

bagai Panwas Kecamatan; tim-
sel di Takalar yang didominasi
oleh kerabat komisioner KPU
Sulsel dan calon legislatif; ser-
ta beberapa nama timsel yang
menjadi pengurus parpol (ini
masih dalam pengecekan sum-
ber data).

Tulisan ini ingin menguak
beberapa lakon timsel yang
menunjukkan kegagalan mer-

-ekamemaknairegulasi, baikre-

gulasiuntukseleksiKPUDmau-
punregulasi penyelenggara pe-
milu.Regulasiyangharusdijadi-
kan acuan dalam seleksi KPUD
2013 adalah PKPU Nomor 2 ta-
hun2013tentangSeleksiKPUD,
sedangkan regulasi penyeleng-
gara adalah UU Nomor 15 ta-
hun 2011 tentang Penyeleng-
gara Pemilu.

Timsel dan Lakon Fatalistik |

Ketidakmampuan timsel
dalam memahami regulasi, se-
caramenyolokterjadipadatim-
sel KPU Gowa. Untuk PKPU
2/2013, ditemukan tiga kegaga-
lantimsel. Pertama, padapema-
sukan berkas pencalonan, ter-
dapat 59 orang yang mendaftar
ke panitia seleksi KPU Gowa.
Pendaftar nomor 15 di Gowa
ternyata adalah putra dari ang-
gota timsel, Dalam peraturan

KPu lul.lk (Im butkan ldm
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umur, makasesungguhnyaper-
lu dipertanyakan kompetensisi
bapakyangmasukmenjaditim-
sel. Persyaratan keanggotaan
KPUD adalah 30 tahun, ini be-
rarti minimal pendaftar adalah
mereka yang lahir pada tahun
1983. Sungguh miris ketika ter-

* dapat timsel yang bahkan lalai

mengetahui syarat umur untuk
menjadi anggota KPU kabupa-
ten/kota. Jikaaturansesederha-
na itu terabaikan, maka men-
jadi pertanyaan besar tentang
kemampuannya untuk mema-
hami pasal-pasal lain yang le-
bih krusial.

Kedua, Pengabaian oleh
timsel terhadap PKPU 2/2013

juga secara umum terjadi pada

perhatian 30% keterwakilan
perempuan. Dengan pene-
gasan Pasal 26 dan Pasal 30
PKPU 2/2013 tentang kewa-
jiban timsel untuk memperha-
tikan 30% keterwalilan perem-
puan, maka seharusnya dalam
penetapan 20 maka minimal
terdapat 6 orang perempuan;

sedangkan untuk penetapan

10 calon seharusnya terdapat
minimal 3 orang perempuan.
Faktanya, tidak semua timsel
menerapkannya, baik di tim-
sel KPU SS maupun timsel di
13 KPU kab/kota. Sampai saat
ini, KPU belum menekankan
sanksi jika terdapat timsel yang
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puan tersebut. I
ngarai sebagai tin
dalam penetapan
lakuan regulasi.
Hal yang palin
lakontimsel, utam:
adalah kegagalan
mahami UU non
2011 yang menet
tubuh penyeleng
harus bersih dan
unsur parpol. Se
komisioner tidak
parpol dalam 5 te
Seharusnya, tims
Daftar Calon Sem
dan Daftar Calon
2009yangadadal:
tasi KPUD untuk
adanya caleg yar
Halini penting di
nacalegpadatah
dikatakan terbeb
parpolpadatahu
ga jika mereka m¢
si pada tahun 20
matis mereka ha
jak masa pembe
yang tidak terjad
tapan 20 dan 10
Gowa. Lolosnya
SH padanomort
menjadi lakon fa
tersebut adalah ¢
milu Legislatif D.
hun 2009. Dalan
Gowa (meliputi

Barombong), ¢
harada nada Paxr



